PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 4 TAHUN 1960

Tent ang
PERAI RAN | NDONESI A

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

1. bahwa bentuk geografi |ndonesia sebagai suatu negara kepul auan
yang terdiri dari beribu-ribu pulau nenpunyai sifat dan corak
tersendiri;

2. bahwa nenurut sejarah sejak dahulu kala kepul auan |ndonesia

mer upakan suat u kesat uan

3. bahwa bagi keutuhan w | ayah Negara |ndonesia senmua kepul auan
serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebaga
suatu kesat uan yang bul at;

4. bahwa penentuan batas laut wlayah seperti termaktub dalam
"Teritoriale Zee en Maritiene Kringen Odonnantie 1939"
(Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesua
dengan perti nbangan-perti nbangan tersebut di atas, kar ena
nmenbagi w |l ayah daratan [|ndonesia dalam bagi an-bagi an yang
t er pi sah dengan |aut w | ayahnya sendiri-sendiri;

5. per | u nengadakan Per at uran Penerintah Pengganti Undang- undang
tentang perairan |ndonesia yang sesuai dengan kenyataan-
kenyat aan tersebut diatas;

Mengi ngat

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

Mendengar

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;

Menut uskan
Menet apkan :

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang
per ai ran | ndonesi a.

Pasal 1.



(1) Perairan Indonesia ialah |aut wilayah |Indonesia beserta
perai ran pedal aman | ndonesi a.

(2) Laut wilayah Indonesia ialah |ajur |aut selebar duabelas m|l
| aut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar
atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis
| urus yang nmenghubungkan titik-titik terluar pada garis air
rendah dari pada pul au-pul au atau bagi an pul au- pul au yang
terluar dalam w | ayah | ndonesi a dengan ketentuan bahwa jika
ada sel at yang | ebarnya tidak nel ebi hi dua pul uh enpat m |
| aut dan Negara | ndonesia tidak nerupakan satu-satunya
negara tepi, nmaka garis batas |laut wlayah Indonesia ditarik
pada tengah sel at.

(3) Perairan pedal aman I ndonesi a ial ah senua perairan yang
terl etak pada sisi dalamdari garis dasar sebagai yang
di maksud pada ayat (2).

(4)M1 laut ialah, seperenam pul uh derajat I|intang.
Pasal 2.

Pada peta yang dil anpi rkan pada Peraturan ini ditentukan dengan
jelas letaknya titik-titik serta garis-garis yang di maksud dal am
pasal 1 ayat (2).

Pasal 3.

(1)Lalu-lintas |aut damai dal am perairan pedal aman | ndonesi a
t erbuka bagi kendaraan air asing.

(2) Dengan Peraturan Penerintah dapat diatur lalu-lintas |aut
damai yang di maksud pada ayat (1).

Pasal 4.

(1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku
pada hari di undangkannya.

(2)Mul ai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku |lagi pasal 1
ayat (1) angka 1 sanpai engan 4 "Territoriale Zee en
Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No.
442) .

Agar supaya setiap orang dapat nenget ahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Di t et apkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a.

SOEKARNO



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1960.
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJ O

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG
t ent ang
PERAI RAN | NDONESI A.

| . PENJELASAN UMUM

Sej ak beberapa waktu | amanya tel ah di rasakan perl unya neninjau
kenbal i penentuan batas | aut w | ayah sesuai dengan sifat khusus
negara kita sebagai negara kepul auan dan kebutuhan serta
kepenti ngan rakyat |ndonesia, |aut wlayah sebagai bagi an dar
pada w | ayah negara yang terdiri dari wlayah daratan, |autan dan
udara nerupakan bagi an yang penting bagi Negara | ndonesia
mengi ngat bentuk negara yang terdiri dari beribu-ribu pul au.
Penentuan batas |laut w layah (laut territoriaal-territoriaa
sea) seperti termaktub dalam Territoriale Zee en Maritiene
Kringen Ordonnantie tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) yang
dal am pasal 1 ayat (1) antara |ain nenyatakan bahwa | aut w | ayah
I ndonesia itu lebarnya 3 ml-laut diukur dari garis air rendah
dari pada pul au-pul au dan bagi pul au yang nerupakan bagi an dari
wi | ayah daratan dari |ndonesia, dirasakan tidak sesuai | agi
dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kenbali.

Keber at an pokok terhadap cara penentuan batas | aut w | ayah yang
di sebut kan di at as adal ah bahwa cara tersebut tadi kurang atau
sama sekal i tidak nmenperhati kan sifat khusus dari pada | ndonesia
sebagai suatu negara kepul auan (archipel ago). Menurut cara
pengukuran laut w | ayah yang |lama ini yaitu dihitung dar
basel i ne yang berupa garis air rendah, secara teoristis setiap
pul au di Indonesia itu nmenpunyai |aut w |ayahnya sendiri-sendiri.
(Kepul auan I ndonesia terdiri dari kurang - |ebih 13.000 pul au-
pul au dari jum ah mana kurang-|ebi h 3.000 yang di di am orang).
Sekal i pun beberapa buah pul au yang jarak antaranya kurang dari 6
m | |aut dianggap sebagai kel onpok, namun dengan cara pengukuran
yang ber pangkal pada "garis air rendah” masi h akan tetap ada
beberapa ratus atau beberapa pul uh pul au/ kel onpok pul au
(tergantung dari pada | ebar |aut w | ayahnya) yang nenpunyai | aut
wi | ayah sendiri-sendiri.

Dapat | ah di bayangkan bahwa keadaan dem ki an itu sangat
menyukar kan pel aksanaannya tugas pengawasan | aut dengan senpurna
karena susunan daerah yang harus di awasi dem ki an berbelit-belit
(conplicated). WIlayah udara diatas w | ayah yang dem ki an



strukturnya dengan sendirinya tak akan bersifat honogeen pul a.
Kant ong- kant ong berupa | aut bebas ditengah-tengah dan di antara
bagi an darat (pulau) dari w | ayah Negara | ndonesia ini
menenpat kan petugas dal am keadaan yang sulit karena harus
menper hati kan seti ap waktu, apakah mereka ada di dal am perairan
nasi onal atau dil aut bebas, karena hak bertindak nereka
tergantung dari pada posisi nereka itu.

Dal am suat u peperangan antara dua pi hak yang armadanya ber ger ak
ki an kemari dil aut bebas antara pul au-pul au | ndonesi a keut uhan
kita terancam

Lal u-lintas yang nmerupakan urat nadi dari, pada penghi dupan
rakyat : antara satu pulau dan | ain pulau, untuk kepentingan
pengangkut an bahan kebut uhan sehari-sehari yang sangat vital itu
akan terputus atau terhenti, hal itu akan nengaki bat kan
penderitaan rakyat dipul au-pul au tersebut. AKkibat suatu
pertenpuran | aut diantara pul au-pul au | ndonesi a dengan senj ata
"nucl ear"” akan nenbahayakan penduduk pul au di sekelilingnya "I aut
bebas" yang nenjadi nmedan pertenpuran itu.

Lepas dari risi ko yang nmungkin diderita ol eh penduduk, nenjadi
pertanyaan pul a bagai mana kita dapat nenpertahankan netralitet
kita dal am keadaan serupa itu. Kesulitan pengawasan atas

di taati nya peraturan-peraturan bea dan cukai, imgrasi dan
kesehat an juga dapat di bayangkan dal am struktur w | ayah semacam

i tu. Berdasarkan pertinbangan-pertinbangan di atas perlu dicari
penecahan persoal an yang berpokok pada pendirian, bahwa kepul auan
I ndonesi a itu nerupakan suatu kesatuan (unit) dan bahwa | autan

di antara pul au- pul au kita nmerupakan bagi an yang tak dapat

di pi sahkan dari bagi an darat (pul au-pul au) negara kit a.

At as dasar pendirian ini maka |laut wlayah harus terletak
sepanj ang gari s yang nenghubungkan titik ujung terluar dari pada
kepul auan | ndonesi a.

Unt uk nenj am n kel ancaran perjal anan kapal dari dan kel uar negeri
yang sangat penting untuk kel ancaran jal annya perekonom an kita
dan untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negara-negara | ain bahwa

ki ta nmenghal ang- hal angi pel ayaran bebas, perlu adanya jam nan
bahwa ............. [ al u-1intas yang danmai dil autan pedal aman
bagi kapal asing dijamn selam tidak nenbahayakan kedaul atan dan
kesel amat an Negara | ndonesi a" Penentuan | aut w | ayah sel ebar 12
m | | aut merupakan | ebar maxi mum menurut apa yang di nyat akan

dal am naskah (draft articles) yang disusun ol eh International Law
Comm ssi on pada sidangnya yang ke-8 tahun 1957. Per ubahan
penent uan batas perairan | ndonesia seperti apa yang di aj ukan

dal am Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini juga
menpunyai suatu aki bat yang sangat penting dil apangan ekonom .
Dengan penentuan batas perairan yang baru ini |ndonesia akan
menpunyai kedaul at an atas segal a perairan yang terletak didal am
bat as-batas garis luar laut wlayah serta udara dan dasar | aut
dan tanah di bawahnya. Dengan dem ki an nmaka segal a kekayaan al am
yang terdapat didal amya, bai k yang berupa bent uk hi dup khewani



maupun nabati, serta kekayaan al am | ai nnya berupa bahan m neral,
bai k yang sudah di ket ahui di waktu sekarang maupun yang akan

di ket emrukan di masa depan di sel amat kan unt uk kesej aht er aan rakyat
I ndonesi a yang juml ahnya ki an tahun ki an bertanbah.

Bagi rakyat |ndonesia yang susunan nmakanannya ti dak cukup
mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein khewani dal am
makanannya tergol ong paling rendah didunia ini, sunber kekayaan
yang terdapat dal am peri kanan tak ternilai besarnya. Terutanma
bila diingat, bahwa cara-cara |ain untuk menutup kekurangan
protein seperti m sal nya perkenbangan peternakan ti dak nudah

di | akukan di sanpi ng penbi ayaannya yang sangat nmahal, maka sunber
potensiil didalamlaut perlu di cadangkan dan di manfaat kan. Teknik
penangkapan i kan dan penganbilan hasil |aut |ainnya yang pada
bangsa | ndonesi a hi ngga dewasa i ni serba sederhana sifatnya

mer upakan al asan tanbahan bagi suatu tindakan perlindungan dari
pada sunmber kekayaan itu.

Kekayaan al am yang berupa bahan m nteral tidak kurang pentingnya
bagi kesej ahteraan rakyat |ndonesia. Wl aupun ki ni bel um

di ket ahui dengan pasti banyaknya kekayaan yang ter pendam di bawah
dasar | aut nanmun dapatl| ah di kat akan dengan pasti bahwa kekayaan
itu sangat besar. Mengi ngat kekayaan pul au-pul au | ndonesi a akan
bahan tanbang seperti m nyak tanah dan timah yang di dapati

di dal am t anah pada wi | ayah daratan | ndonesi a nmaka dapat

di pasti kan, bahwa tanah di bawah pernukaan | aut yang pada

hakekat nya merupakan | anjutan w | ayah daratan juga nengandung
bahan- bahan kekayaan itu.

I1. PENJELASAN PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

(1) Dengan perairan | ndonesi a di mmksud bagi an wi | ayah negara yang
terdiri dari air. Sebagai diketahui w | ayah suatu negara
atas mana negara itu nenpunyai kedaul atan dapat neli puti

a.w | ayah darat an

b.w | ayah perairan.

c.w | ayah udar a.

Laut wilayah (laut territorial-territorial sea) adalah |ajur |aut
yang terletak pada sisi luar dari pada garis pangkal atau
garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adal ah garis
dari mana | aut wlayah mul ai diukur keluar. Laut w | ayah
pada sebel ah luar ini dibatasi ol eh suatu garis |uar
(outer-limt) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal
Jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12
ml |aut.

Dengan dem ki an maka yang di namakan |aut wi | ayah itu adal ah | ajur
[aut (mariteinme belt) yang | ebarnya 12 m| |aut dan dibat asi
pada sebel ah dal am ol eh suatu garis dasar (garis
paj gkal =basel i ne) dan di sebel ah | uarnya ol eh garis |uar
(outer-limt) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal itu.



Negara | ndonesi a berdaul at atas |aut w | ayah ini, baik nengenai
lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar |aut
(seabed) dan tanah di bawahnya (subsoil), maupun udara yang
ada di atasnya. Satu-satunya penbatasan atas kedaul at an
I ndonesi a sebagai negara pantai adal ah adanya hak
lalu-lintas | aut damai dal am |l aut w | ayah bagi kapal - kapal
asing. Lalu-lintas |laut damai dalam | aut w | ayah ini adal ah
suatu hak yang dijam n ol eh hukum i nt ernnasi onal .

(3) Perairan pedal aman | ndonesi a seperti di maksud dal am ayat i ni
adal ah segal a perairan yang terletak pada sisi dal am dar
gari s pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak
| aut .

I ndonesi a berdaul at penuh di perairan pedal aman, berl ai nan dengan
di l aut wi |l ayah kedaul atan ini pada dasarnya tidak di batasi
ol eh hak lalu-lintas |aut damai, walaupun Indonesia sendiri
dapat di bat asi nya dengan nenberi kel onggar an- kel onggar an
ber dasar kan perti nbangan-perti nbangan tertentu. [Lihat
di bawah pada pasal 3 ayat (1)].

(4) Cukup jelas.
Pasal 2.
Cukup jelas. (lihat peta).
Pasal 3.

(1) Jam nan bahwa perairan pedal aman terbuka bagi lalu- lintas
| aut damai kapal - kapal asing perlu di adakan nengi ngat
pentingnya |l alu-lintas kapal diperairan pedal aman bai k bagi
kita sendiri (pelayaran ni aga bagi keperluan perdagangan
kita) maupun bagi masyarakat duni a.

Per bedaan dengan lalu-lintas |aut damai kapal asing dil aut
wi | ayah (lihat pasal 1 ayat (2) diatas) adal ah bahwa
lalu-lintas |aut damai bagi kapal asing diperairan pedal anan
i ni merupakan suatu kel onggaran yang dengan sengaj a
di beri kan ol eh I ndonesi a, sedangkan dil aut w | ayah
lalu-lintas | aut damai bagi kapal asing itu nmerupakan suatu
hak yang di akui ol eh hukum i nternasi onal. Akibat dari
per bedaan ini ialah bahwa | ndonesi a dal am perairan pedal anan
dapat mencabut kenbali kel onggar an- kel onggaran yang
di beri kannya ini, sedangkan lalu-lintas |aut damai dil aut
wi | ayah pada dasarnya tak bol eh di ganggu ol eh negara pant ai

(2) ketentuan dal am ayat ini nengganbarkan dengan jelas sifatnya
| al u-1intas kapal asing diperairan pedal aman | ndonesi a
sebagai suatu kel onggar an.

Ket ent uan dal am ayat ini nerupakan ketentuan operatif dari pada
ayat (1) yang merupakan ketentuan suatu prinsip.



Pasal 4.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.

CATATAN

Di dal am dokunen ini terdapat |anpiran dalam format ganbar.
Lanpiran-lampiran ini terdiri dari beberapa hal aman yang
di tanpi | kan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini,
pilihlah salah satu butir untuk nmenanpil kan | anpi ran dengan
menekan TAB dan kenudi an tekanl ah ENTER

Hal aman 1- 25
Si sa Hal aman

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



